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GUBERNUR I.AMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR z ct t-77 tv.o4lldiKl2v2s

TENTANG

PENETAPAIY POLA PENGELOLI\AI{ SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUICGAI SEUAI{GKA TAITTIII 2023-20,43

GI'BERIIT'R LAMPUIIG,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum dan
Perumahan Ralryat Nomor 04/PRTIM/2015 tentang Kriteria
dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Semangka
merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber
daya air melalui upaya perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Semangka
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (l) Peraturan Menteri
Pekeg'aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/PRT/M/2015 tentang Rencara dan Rencana Teknis Tata
Pengaturan Air dan Tata Pengairan, untuk menjamin
terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan
yang baik pada setiap wilayah sungai dibuat rencana tata
pengaturan air dan tata pengairan berupa pola pengelolaan
sumber daya air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
pelaksanaannya beqialan lancar dan terkoordinasi, perlu
menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Semangka Tahun 2023-2043 dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tah urr 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kery'a menjadi
Undang-Undang;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 201 1 tentang
Sungai;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2O23 tentang Kebijakan
Nasional Sumber Daya Air;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 02/PRTlMl20l3 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 09|PRTlMl2015 tentang Penggunaan Sumber Daya
Air;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor IO|PRT/M/2OI5 tentang Rencana dan Rencana
Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 01 /PRTlMl20l6 tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber
Daya Air;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2018
tentang Rencana Tanasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi Lampung Tahun 2Ol8-2038;

13. Peraturan Daerah Provinsi I-ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi I-a.mpung;

14. Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata
Ke{a Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur L^ampung Nomor 49 Tahun 2O22;

Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian
Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

SA 0201-DA/1a62 tal:egal 25 Juni 2023, h.al Penetapan Pola
dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEPUTUS$ GUBERIN'R TEIYTANG
PEITGELOL/TAIT STIUBER DAYA AIR
SEMAITGKA TAHT'T 2023.2024.

PENETAPAIT POLA
WILAYAH SUNGAI

: Membentuk Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Semangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu, merupa..kan kerangka dasar dalam pengelolaan
sumber daya air di Wilayah Sungai Semangka.

KEDUA
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua, memuat:
a. tujuan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengelolaan

sumber daya air (termasuk peta tematik isu strategis
nasional dan lokal);

c. asumsi, kriteria dan standar; dan
d. skenario kondisi wilayah sungai (termasuk neraca air dan

alternatif pilihan strategi serta kebijakan operasional).

: Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, dapat ditinjau kembali dan dievaluasi kembali paling
singkat 5 (lima) tahun sekali sejak ditetapkan.

: Peninjauan dan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada
Diktum Keempat dilakukan melalui konsultasi publik.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi l^ampung.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal *- /2- 2023

GTIBERJTUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta:
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dujen. Sumbcr Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
4. Menteri Lingkuogan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampun8 di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lanpung
7. I(epaLa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hovinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas KPTH Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Seka'npung di Bandar Lampung;
lo.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAIT : KEPUTUSAIT GUBERITITR L/lUPIIIfc
rrouoR : clt]/ tv.o4tHlttzo2s
TAI(X}AL: / - /? - 2o2g

POI,A PEITGET.OLAAIY ST'MBER DAYA AJR
WILAYAH ST'ITGAI SEMANGKA TAHTNT 2O23-2M3

TUJUAN POL/\ PEI|GEIPLIIAIT ST'UBER DAYA AIR WILAYNI

SUNGAI

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Semangka disusun

secara menyeluruh, terpa.du dan berwawasan lingkungan hidup yang

bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan

dalam memperoleh serta menggunakan sumber daya air untuk
sebesar-besarnya kemakrnuran ralryat, meliputi upaya merencanakan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusa} air.

DASAR PERTIUBAITGAIT YAJ|G DIGT'I|AXAI{ DALAU PEITGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR (TERUASUK PEf,A TEUATIK ISU STRATEGIS

NASTOnAL DAr{ LOI(ALI

Dasar pertimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Semangka adalah Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor O4/PRT|M(2O1S Tentang Kriteria dan

Penetapan Wilayah Sungai (Kode WS Semangka 01.44.8) dan Peraturan

Prsiden Nomor 23 Tahun 2O2l Tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.O00.
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Isu Strategls Lokal
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Asumsl, KrltGrla daa Standar

Asumsi, Kriteria dan standar yang diguna-kan dalam analisis diuraikan
sebagai b€rikut:

Tebcl 1. Asrrad

Tabel 2. Xrlterla

Tabel 3. Staadar

I[o. Asumsl
I Tingkat kepadatan penduduk: tersebar merata di masing-masing

kecamatan;
2 Tingkat Pertumbuhan penduduk : Tingkat pertumbuhan Penduduk

Kecamatan;
3 Efisiensi Irigasi Yang ada: 50/o
4 Ehsiensi Irigasi baru: 657o
J Curah Hujan Efektlf,: 7@/o curah hujan anda-lan 807o
6 Kebutuhan RKI rata sepanjang tahun;
7 Aliran Kembali (retum flou) RKI = 80%

IYo. Kriteria
1 Kriteria untuk menganalisis ketersediaan air, kebutuhan air irigasi:

Kriteria Perencanaan Irigasi dari Dirjen Sumber Daya Air 2O13
2 Kebutuhan air Industri: Kriteria Perencanaan Air Ba-ku, Direktorat

Jenderal Cipta Karya (199a) : Industri berat: 0,75 U dtltta
3 Kriteria untuk perataan hujan (hujan daerah) : Poligon Thiessen
4 Pola distribusi intensitas hujan : Mononobe
5 Hidrograf Satuan Sintetik : Snyder
6 Kriteria untuk pengalihal data hujan menjadi aliral : F.J. Mock

Kriteria untuk menentukan faktor erodibilitas tanah : USDA dan FAO
8 Kriteria untu-k menentukan Falrtor kelas lereng, penggunaan

lahan,dan pengelolaan lahan, kekritisan lahan dan parameter
Ekosistem : Kirby, 1984

g Kriteria untuk menilai kualitas air : Peraturan Pemerintah no. 22,
tahun 2O2l

10 Kriteria pengelolaan wilayah pantai terpadu : Noordwijk
Guideline,l993

Staadartro.
SNI 6728.1:2015, Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam,
Bagian I

I

,2 Irrigation and Drainage Paper, FAO No.24, 1974, 1977 revised : Crop
Water Requtement
Kebutuhan air Industri :

Direktorat Teknik Penyehatan, Diien Cipta Karya DPU yaitu
kebutuhan air untuk industri di ambil sekitar 10plo dari konsumsi air
domestik (The Studg of Ciujun4-Cffuian Integrated Water Resourcesl,

Nippon Koey

3

Eva Penman4
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Skenario dalam pengelolaan sumber daya air dalam WS Semangka
didasarkan pada kondisi keuangan Provinsi dan perekonomian daerah,
hal ini disebabkan karena WS Semangka merupakan WS wewenang

Provinsi l,ampung yang kewenangan pengelolaannya menjadi
tanggungjawab Pemerintah Provinsi la.mpung. Namun demikian
program-program yang akan dil,aksanakan sangat tergantung pada

kondisi fisik seperti hidrologi, geologi, hidrogeologi, jenis tanah,
morfologi sungai, kesesuaian lahan, tata guna lahan, kawasan hutan,
kawasan lindung serta kualitas air serta kondisi sosial ekonomi
masyarakat.

Pelaksanaan program-program yang diusulkan juga harus
dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan kemampuan keuangan
negara dan berdasarkan skala prioritas. Terkait dengan kemampuan
keuangan, maka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur
kemampuan keuangan dan dibagi dalam pertumbuhan ekonomi tinggi,
sedang dan rendah, dengan lrriteria sebagai berikut:
1. Skenario I (Ekonomi tinggi), jika pertumbuhan ekonomi >57".

2. Skenario II (ekonomi sedang) jika pertumbuhan ekonomi antara
3-5o/o.

3. Skenario III (ekonomi rendah) bila pertumbuhan ekonomi <37o.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi provinsi
l^ampung pada kuartal I hanya sebesar 2,960/o, akibat tedadinya
pandemi Covid- 19 pada tahun 2020 sampai saat ini, masih terasa

dampaknya terhadap perekonomian di Provinsi I-a.mpung. Bahkan pada

kuartal II tahun 2O2O saat awal te{'adi pandemi, pertumbuhan

ekonomi sempat mengalami - 3,59o/o' Sehingga meskipun saat ini
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dapat diasumsikan masuk

dalam kategori rendah. Namun dengan melihat kecenderungan

pertumbuhan yang semakin meningkat, maka mengacu pada

pertumbuhan ekonomi tersebut di atas untuk skenrio pengelolaan sDA

di WS Semangka direkomendasikan skenario sedang'

SKENARTO KOI|DISI WILAYAH SInTGAT (TERilASUK ITERACA ArR
DAIT ALTERITATIF PILIHAI| STRATEGI SERTA KEBIJAXAX
oPERASTOI|ALI
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Tabel 4, Nteraotif Plllhan Strategi daa Keb{akan Operasional Aspek Koaserrrasi

No Sub Arpok He.ll ArlalLlr {terara! / Targct
y.na tngtn dic.pal

gtrstegl
Itcbuekan opora.loral

LcEb.Srlla.t n tt rllbrt
y.ng dlc.t t tobd (L6.dtng

&ctor)
Jengka Pendck

12022-20271
.langka Mon.tr8ah

12022-2OS2l
Jengka PanJenE

12022-2042t
t PERI,IIIDUNGAX

DAN
PELE{'TARIAN
SUUBER DAYA
AIR

Kekritisan hutan
dan lahan
semakin luaa,
schingga
menyebabkan
daerah resapan
dan tangkapan
hujan tidak
berfuagsi dcngan
baik

Pemulihan hutan
dan lahan kritis
dan sangat kritis di
Kabupaten
Lar pung Barat,
Perawaran, Pesisir
Ba.rat dan
Tanggamus

Melaksanakan
rehabilitasi hutan
dan lahan sangat
kritis scluas
16,437 ha

Rehabilitasi hutan dan
lahan deagan target lahan
kritis dan Bangat kritis
seluas 157.664 ha

Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis dan sangat
kritis serta potensial
kritis seluas 235.366
ha;

Menetapkan Kawasan
lindung minimal 3oolo dari
luas wilayah masing-
masinS Kabupatcn
(l(abupaten Tantgamus,
Kabupaten Pesawalan dan
l(abupatcn Lampung Barat
scrta Kabupaten Pesisir
Barat melalui Pcrda

PoB.rl.t h
- Bdd B6llr T.![.a

fe.loaal Eullt Brrt .!r
s.Lt ! (BBTllBBs)

- BPDAaHL A.FrUn
S.L.[pun8

Pemerintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung,
- Dinas PKrcK kovinsi

Lampung
. TKPRD
Pemda Kab Lefibar
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pemda Kab Pesawarsn
. Dinac PUPR
. TKPRD
Pcmda Kab Pesisir Barat
- Dina! PUPR
- TKPRD
Pemd6 Kab Tangtamus
- Dinas PUPR
- TKPRD

Melaksanakan
rehabilitasi hutan
dan lahan sangat
kritis Kabupaten
Lampung Barat
Seluas 2.856 ha.

Rchabilitasi hutan dan
lahan di Kabupaten
Lampung Barat dcngan
target lahan kritis dan
sangat kritis seluas 4.162
ha

Rchabilitasi hutan dan
lahan kriti. dan sangat
kritis serta Potensial
kritis di Kabupaten
Lampung Barat lcluas
I2.500 ha

Mcngembalikan/ Pengukuh
an kembali hutan lindung
yang sudah bcralih fungsi
menjadi peruntukan lain
melalui
perda/perbup/kepbup

Mclaksana}an reboisasi
rchebilitasi di dacrah
sangat Kritis, Kritie dan
bcrpotensi kritis

P.Dcrhtah
- Batd B.r.r TrlBr.n

I{rrlond Buklt Brsl$r
A.ht s (BBTXBBA)

' IPDAaHL t putth
&t nprog

Pemcrintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Plovinsi

Lampung,
- Dinas PKPCK Plovinsi

Lampung
. TKPRD
Pemda Kab l,atnba.
- Dinas PUPR
- TKPRD
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No Sub Aspck }l il Adallsti Satr.qn/Targot
yarg tlr8trr dtcaDal

Strate8l
KcbtjaLr.! operarlonel

Loobqgs/In.t n.l t.tllbet
F!8 dicctat tobrl lLo.dla3J.trgta Pcnd6L

12022-2(J271
J.ngL, [orcagah

12022-20t21
J.ngka P.trJaig

t2022-2@21
Pemda Kab Pesawaran
- Dinas PUPR
, TKPRD
Pemda Kab Pesisir Barat
- Dinas PUPR
, TKPRD
Pemda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR
, TKPRD

Mcngcmbalikan
/Pcngukuhan kcmbali
kawasan lindung yang
sudah bcralih fungsi
menjadi pcruntukar lain
mclalui
Perda/Pcrbup/Kepbup

PcEarlttt h
- B.Ll B.trr T.D.r

f.rlon.l lllEt B.rLatl
Aaht a (BBTIBBA)

- BPDASHL scputih
Sek6mpung

Pcmerintah Provinsi
- Dinas Kchutanan Provinsi

Lampung,
- Dinas PKPCK Provinsi

LampunB
. TKPRD
Pcmda Kab Lambar
" Dinas PUPR
. TKPRD
Pemda Kab Pesawaran
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pcmda Kab Pesisir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pemda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR
. TKPRD

Melaksanakan
rehabilitasi hutan
dan lahan sangat
kritis Kabupaten
Tangga-rnus Seluas
I1.496 ha

Rehabilitasi hutan dan
lahan di Kabupaten
Tanggamus dcngan target
lahan kritis dan sangat
kritis scluas 90.lO2 ha

Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis dan sangat
kritis serta potensial
kritis di Kabupaten
Tanggarnus scluas
97.735 ha

Melaksanakan reboisasi
rehabilitasi di daerah
sangat Kiitis, Kritis dan
berpotensi kritis

Mengembalikan/ Pengukuh
an kembali hutan lindung
yang sudah beralih fungsi
menjadi peruntukan Iain
mclalui

P6morlntah
Brhi B6aar Tadan
I{erlonel BuHt Badrao
Solatan IBBTNBBS)
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No sub A.p.k Harll Analllti
Lombega/tn3ta.a.t torltbat

ysng dtcct t tcbet (Loadltrgsqtrsan / Tsrget
yaiA tn8ln dlc.D.l Jang&a Petrdek Ja-{ka U€n€ngah J.trgk ParJ.lg Kcbu.r.ao Oper$lonsl

- BPDASHL Soputlh
aoL.upuag

Pcmerintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung,
- Dinas PKrcK Provinsi

lampung
. TKPRD
Pemda Kab Lambar
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pernda Kab Pcsawaran
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pcmda Kab Peshir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
PcmdE Kab Tangger ur
- Dinas PUPR
- TKPRD

perda/ perbup/kepbup

Melaks6nakan reboisasi
rehabilitasi di daerah
sangat Kritis, Kritis dan
bcrpotcnsi k!'itis

Mclaksanakan
rehabilitasi hutan
dan lahan sangat
kritis Kabupatcn
Pcsawatan seluas
l.OO8 ha

Rchabilitasi hutan dan
lahan di Kabupaten
PesawaraD dentan target
lahan kritis dan sangat
kriti8 seluas 20.567 ha

Mengembalikan
/Pengukuhan kcmbali
hutan lindung yang sudah
beralih fungsi mcnjadi
pcruntukan lain melalui

bu

Rehabilitasi hut6n dan
lahan kritis dan sangat
kriti. serta potcnsial
kiitig di Kabupatco
Peaawaran geluag
21.S4 hs

- Bald Bctu Tro.!
I{.rlord luht Bl'lt .
g.ht n (BBTrEB6)

' BPDASHL &Putth
t t Dprnf

Pemcrintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung,
- Dinae PKrcK Provinri

Lampung
. TKPRD
Pemda Kab Lambat
- Dinas PUPR
- TKPRD
Pemda Kab Pcsawaran
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pemda Kab Pesisir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
Pemda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR

TKPRD

Pom6rln

Mclaksanakan rcttoi6a3i
rehabilitasi di daerah
sangat Kritis, lcitis dan
bcrpotensi kritis
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l{o sub Arpok Hr.ll Analbl. sarrran / T6!gGt
yalg tagt.D dlcap.l

Strategl
Kebt.kea opetarlonel

Lsnb.ga / t!.tqntl torllb.t
yang dlcctet tGbrl (LcadlrS

S.ctor)
JatrgLq Pendol

12022-2O2n
Jongta Uonontah

12022-20521
Jadgks PanJang

12022-2()421
Peraturan
Sumber Daya Ai!
sering dilangSa.r

Peraturan dan
perundan8-
undangan sumber
daya air mcnjadi
dasar dalam
pengelolaan
sumber daya air

M elaksanakan
sosialisasi
Peraturan
perundang-
undangan tentang
sumber daya air
dan lingkungan

Melaksanakan Sosialisasi
peraturan pclundang-
undangan tentang sumber
daya air dan lingkungan

Melaksanakan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangen
tentang surnber daya
air dan lingkungan

Pcmbuatan, sosialisasi dan
peneraPan peraturan dan
perundanS-undangan
tentang sumber daya air
dan lingkungan.

Pemerintah
Balai Besar Taman
Nasional Bukit Barisan
Selatan (BBTNBBS)

- BPDASHL Seputih
Sekampung

Pemcri[tah Provinsi
- Dina! Kehutanan Provinsi

Lampung,
- Dln.t PgDAMnd

L.alrurt
Pemda Kab La$bar
- Dinas PUPR
P.mda Kab Pesawaran
- Dinai PUPR
Pemda Kab Pe8ioir Barat
- Dinas PUPR
Pemda Kab TanSSamug
- Dina6 PUPR

Mclaksanakan
so6ialisasi
Peraturan-
pcraturan tentang
garis sempadan
sungai, rawa,
embung situ dan
bangunan air
Iainnya dibarengi
dengan
pcmaranSan Patok
pada sungai olde 1

Mclak8anakan Sosialisaoi
Peraturan- peratu ran
trntang ga.ris semPadan
aungai, rawa, embung situ
dan bangu[an air lainnya
dibarengi dengan
pcmasanSan Patok Pada
sungai ordc I dan 2

Mclaksanakan
Sosialisasi Peraturan-
peraturan tentang gaiis
sempadan sungai,
rawa, cmbung situ dan
bangunan air lainnya
dibarengi dengan
pemasangan patok
pada sungai orde 1,2.

Mcnetapkan, memaaang
patok batgs Sempadan, dan
mcla.ksanakan opcrasional
dan sungai dEn scmpadan
sungai

Pcmcrintah
- Balai Berar TamEn

Nalionsl Bukit Barilan
selatan (BBiINBBS)

- BPDASHL seputih
sekampung

Pemerintah Provinri
- Dina! Kehutanan Provinsi

Lampuag,
- Dtnr. pgDA pro{rlnrl

L.aP,trlt
Pemda Kab Lambar
- Dinas PUPR
Pemda Kab Pesawaran
- Dinas PUPR
Pemda Kab Pesisir Barat
- Dinas PUPR
Pemda Kab Talggamus
- Dinas PUPR

Sarana dan
prasaratra
konservasi
sumber deya air
kurang melnadai

Terbangunnya dan
berfu ngsinya
prasarana
konservasi sumber
daya air

Membangun
sumur resapan
dan biopori pada
kantor
pemerintahan

Membangun sumur
resapan dan biopori pada
kantor pemerintahan &
Swasta

Metnbangun sumur
resapan dan biopori
pada kantor
pemeriltahan dan
Swasta serta
perlnukiman

Membangun sarana dan
prasarana konservasi
sumber daya air antara
lain, check dam, biopori,
sumur resapan, ernbung,
bendung, bcndungan

Pemerinta}l
- Balai Bcs6r Taman

Nasional Bukit Barisan
selatan (BBTNBBS)

- BPDASHL Seputih
Sekampung
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No sub A.pok HatU Anallstr S.!r.ran / Tuget
yqni fnlh dfc.pl

Stratcgt
Kobtj.&an Operelloaal

Lsmbagr/tn.tst.l torllbst
ya.n8 dlcrt&k tcbal (LeedlngJonrLq Peadel

12022-2027)
J.ndk ucnongah

12022-20321
.reagka Panjeng

12022-20421
Pemerintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi

LampunE,
Irtr$ PSDA Ptovlntl
l,a0Purrg

Pemda Kab Lambar
- Dinas PUPR
Pemda Kab Pesav,/aran
- Dinas PUPR
Pemda Kab Pcsisir Barat
- Dinas PUPR
Pemda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR

Membangun check
dam 10 buah.

Mcmbangun chcck dam
20 buah

Pembangunan check
dern 40 bu6ll

Pemcrintah
- Balai Be.a, Tanran

Nalional Bukit Barisan
Selatan (BRTNBBS)

- BPDASHL Seputih
Sckampung

Pemcrintah Provinsi
- Dina! Kchutanan Provinsi

Lampung,
- Dh.t PIDA Ptot larl

Lr0pung
Pcmda Kab Lambar
- Dinas PUPR
Pcmda Kab Pesawaran
- Dinas PUPR
Pemda l(ab Pesisir Barat
- Dinas PUPR
Pemda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR

2 PEHOASETAI{ AIR Bangunan
pcnarnpung air
hujan kurang
mcmadai
sehingga air
hujan tidak
mampu
ditampung
secara maksimai

Terscdia dan
bcrfr.rngsinya
bangunan
penampung air di
dacrah rawan
bsnjir dan rawan
kekeringan

Mcmbangun
embung dengan
target 5 buah

Mcmbangun embung
dengan target l0 buah)

Membantun cmbung
dengan target 20 buah

Membsngun embung untuk
mcnampung air hujan, dan
b€rfungsi sebagai tandon
air

Pcmerintah
- Balai Besat Taman

Nasional Bukit Barisan
Selatan (BBTNBBS)

- BPDASHL Seputih
Sckampung

Pemerintah Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung,
- DlrEr PBDA Provtnrl

Laspung
Pemda Kab Lambar
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Stre LoBbaga/In.tsnrt terllbat
ysng dlcGtsk tob.l lleadlngI[o sub Arpek Harll Anallllr

galaran / Tsrg6t
y6ng lrgln dlcqpsl JanEka Perdok .rangka Monongah Jangk PaaJsng xoblekan Operaslonal

- Dinas PUPR
Pemda Kab Pesawaian
- Dinas PUPR
Pemda Kab P6isir Barat
- Dinas PUPR
Pcmda Kab Tanggamus
- Dinas PUPR
Pcmerintah
- BPPW Lampung
Plovinsi Lampung
- Dln.r Lh!tu!83n

HlduE Prolnlrl
LrEputr8

Kabupaten LamPung Barat
- Drnas Lingkungan HiduP
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas Lin8kungan Hidup
Kabupaten Tanggarnus
- Dina8 Lingkungan HiduP
Kabupaten Pesawaran
- Dinas Pertanchan

dan Hidtr

Kualitas air terjaga
sesuai dengan
baku mutu

Pcmantauan
kualitaa air secara
pcriodik pada
Sungai Orde I
pada ruas di hilir
lokaai pencemaran

pemantauan kuslitas air
secara periodik pada
Sungai orde I dan orde 2

Mclaksanakan pcmantauan
kualitas air sungai

3 PENGELOLAAI{
KUALITAS AIR
DAN
PENCENDALIAII
PENCEUARAII AIR

Kualitas air
mcngalami
penurunan
akibat
pencemaran
limteh baik
point aourcc
msupun non
point sourcc

pemantauan kualitas
air sccara periodik pada
seluruh surEai

Pcmcrintah
- BPPW Lampung
Provinsi Lampung
- Dta.r LhSkurt |r

HlduF Provln l
L..EDulS

Kabupalen LamPung Batat
- Dinas Lingkungan HiduP
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas Lingkungan HiduP
Kabupaten TanSSamus
- Dinas Lingkungan HiduP
Kabupaten Pesawaran
- Dinas Pertanahan

dan Lingkungan HiduP

Menurunnya
daya dukung
dan daya
tampunt sungai
sebagai sarana
pembuangan
lirnbah

Daya dukuhg dEn
daya tampung
sungai tcrjaga
dengan baik

Pcmbangunan
IPAL

Pcmbangunan IPAL
komunal di kantor-kantor
pemerintah

Pembangunan IPAL
komunal di kantor
kantor pemcrintah dan
pcrmukiman

Membangun dan
melakBanakan sosialisaoi
fungsi IPAL komunal

gector)
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No Sub Arp.k Hsr Ans.LLL lt t r.n/T.tgct
yrDf tnft! dlc.Ff Ift btj.Lrn Opcrellolrrl

-t 

oobegr/ lartaarl torltbrt
yari dlcot t tobd (L..dtng

S.ctorl
Sosialisasi
pengelolaan
limbah

Pemberdayaan
masyarakat

Pemberdeyaan
masveiakat

Pemberdayaan masyarakat
dalam melaksanakan
penSclolaan kualitas ai!

Pcmerintah
- BPPW l,ampung

Kabupaten Lampung Barat
- Dinas Lilgkungan HiduP
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas Lingkungan HiduP
Kabupaten Tan8Samus
- DinaB Lingkungan HiduP
Kabupaten Peaawalan
- Dinas Pertanahan

dan Hidu

JatlgLa Psljena
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Tabel 5, Alternatif Pilihatr Strategi daa Keb{akaa Operasloaal AspeL Peudayagunaan SDA

No Sub Arpok P. narolahan
Ssraran/ Tergat

ysng l.dn
rtlc.p.l

Str.tGIl
IGbUaLen operestonal

Loobage/t!.t .a.t tcrllbat
y.ra dtcot I. t.b.l (LeedlagJ.rttla Pondet

l )22-20271
.lFgta f6aoa3eh (2O22.

ms?l
Jengta P.njarg

12022-20421
1 PENATAGUNAAN

SUMBER DAYA AJR
Pemanfaatan
lahan sering
melanggar
RTRW

Pemanfaatan
lahan sesuai
dengan pola
ruang yang
tcrtuang dalarn
RTRW Provinsi
dan kabupaten

Sosialisasi RTRW
yang berlaku
(RTRW
Provinsi/Kabupate
n) sampai tingkat
Kabupatcn

Sosialisasi EIRW yang
berlaku (RIRW Provinsi/
Kabupaten) sampai tingkat
Kabupaten dan Kecamatan

Sosialisasi RIRW yang
berlaku (RIRW
Provinoi/ Kabupaten)
sampai tingkat
Kabupatcn dan
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa.

Mclaksanakan sosialisasi
RIRW Provinsi / Kabu paten
sampai tingkat Kecamatan
dan kelurahan/Dcsa

Pemerintah
- BPPW Lampung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Provinsi

Lampung
- Bappcda Provinsi Larnpung
. TKPRD
Kabupatcn La$pung Bdat
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pcsisir Barat
- DinaB PUPR
. TKPRD
Kabupatcn Tanggamus
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pesawaran
. Dinag PUPR
. TKPRD

Melaksa[qkan Evaluasi,
pcninjauan, dan rcvisi
RTRW Provin.i dan
kabupaten di WS
semangka

Pemcrinteh
- BPPv Lampung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Plovinsi

Lampung
- Bappcda Provinsi LamPung
- TKPRD
Kabupaten Lampung Barat
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
Kabupaten TanSSamuB
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pcsawaran
- Dinas PUPR
- TKPRD

Menetapkan zona
Pemanfaatan Air

menetapkan zona
Pemanfaatan Air

Penerapan dan
sosialisasi zona
Pemanfaatan Air

MenJrusun, menetapkan
melaksanakan dan evaluasi
zona pemanfaatan air Pada
masing masing kabupaten

Pemerintah
- BPPW Latnpung
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No Aub A.pot Permeraleha!
Lsnlb.ga / In!ta!.t torltbat

yang dtcetrtr tebel (L€adlng
Sararer / Targot

yara LrStn Jrngr.e Pendct J..{k on.ng.h (2022- JeDgka Psnjatrg Kebtjaksn Opetallotrol

Provinsi Larnpung
- Dinas PSDA Provinsi

L6mpunt
- Bappeda Provinsi LamPung
. TKPRD
Kabupaten LarnPung Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
Kabupaten Pcsi8ir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
KabupateD Tanggamus
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pelawaran
- Dinas PUPR

TKPRD
Pemerintah
- BPPW LamPung
Provinsi lampung
- Dinas PSDA Provinsi

Lampung
- Bappeda Provin6i LamPunt
. TKPRD
Kabupaten LamPung Barat
- Dinas PUPR
- TKPRD
Kabupaten Pc6i.ir Barat
- Dinas PUPR
. TKPRD
Kabupaten Tanggamus
- Dinas PUPR
. TKPRD
Kabupaten Pesawatan
- Dinas PUPR
. TKPRD

Menetapkan SOP
Pcrizinan
pemanfaatan ai!

Mcnetapksn SOP Perizinan
pemanfaatao air

Mencrapkan SOP
Perizinan pemanfaatan
air

Mcmbuat dan mencrapkan
SOP perizinan pcmanfaatan
air

2 Pemcrintah
- BPP1 Lqmpung
Provinsi l-ampunS
- Dinas PSDA Pro\rinsi

Lsrnpung
- Dinas KPrPH Provinsi

Lampung
a Provinsi LamBa

PENTEDIAAN SUMBER
DAYA AIR

Pelayanan air
bcrsih dan
sanitasi hasih
belum
mencakup
seluruh
masyarakat

Pelayanan air
bcrsih dan
sanitasi
mencapai l00o/o
pcnduduk
terlayani pada
tahun 2032.

Penyediaan air
baku RKI di
ibukota
kabupaten

Penyediaan air baku untuk
air bersih di ibukota
kabupaten dan kecamatan

Merencanakan dan
mclaksanakan
pembangunan saiana dan
prasarana air bersih bagi
kabupaten dan kecamatan

Penyediaan ai! baku
untuk air bersih di
ibukota kabupaten dan
kecamatan, pedesaan
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Stra
Jaagka Pendek U.nong.h 12022- Jangt a PanJa-ngNo Sub A.poL Permeaelahaa

Sa..r.a / T.ttot
Y.ra lngln

dlc.pdl

Lombaga/ lnstan.l
fra dlo.t t tcb.f (L...tbI

S.ctorl
Kabupaten LamPung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Tanaman PanSan dan

Holtikultura
Badan Petcncanaan
Pcmbsngunan Dacrah

- PDAM Limau Kunci
Kabupatcn Pesisir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
' Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian
dan Pengcmbangan Daerah
PDAM

Kabupaten Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Palgan,

Tanaman Pangan dan
Holtikultura

- Badan Perencanaa[
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daclah

. PDAM
Kabupatan Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
- Badan PcreDcanaan

Pcmbangunan Daerah
- PDAM

terllbat
Ilebtjatan opeta.loEel

Pemerintah
- BPPW Lampung
Provin6i Lampuag
- Dinas PSDA Provinsi

l,ampung
- Dinas KPrPH Provinsi

L€mpung
Bappeda Provinsi Lampung

Kabupatcn Lampung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
- Badan Petencanaan

Pembangunan Dacrah
Kabu ten Pesisir Barat

Daerah lrigasi
masih
mcngalami
dellsit air pada
saat musim
kemarau

Tercukupinya
kebutuhan
Dacrah lrigasi
pada rnusim
kcmarau

Rehabilitasi dan
pcmdiharaaa
sistem irigasi pada
daerah irigasi;

Rehabilitasi dan
pemeliharaan ri.tcm irigasi
pada dacrah irigalii

Mclaksarakan revitalisasi
ja.ringan irigasi dalam
meningkatkan intensitas
tanam dan mengatasi
kekurangan air di daerah
irigasi.

Rehatilitasi dan
pemeliharaan sistem
irigasi pada decrah
irigasii
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!{o Sub Asp.k Pcrma.elahao
Sa.ara! /Tarlgt

Y.ng lngln
dlc.D.t

Stretc8l
K6buataa opera.tond

Lombaga/I!ttantl terllbat
yeng dlcct L t€bsl (LariltagJa-DgLa PerldoL

t2o22-2027t
J".gr.. Ucncu3sh (2022-

2OS2l
Jangke PanJ.ng

12022-2o42t
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Penelitian
dan Pengcmbangan Daerah

Kabupatcn Tanggamus
' Dinas PUPR
- Dinas Kctahanaa Pangan,

Tanaman PanEan dao
Holtikultura

- Badan Perencanaan
Pcmbangunan Penclitian
dan Pengcmbangan Dacrah

Kabupaten Pcrawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Kctahanan Pangan
- Badan Pctencanaan

Pem nan Dacrah
D,l, W, Ntarip,
D,l, W. Lalaan, W
Awi, W. Jelai, W.
Maia, W, Payung,

D.l. W. Ngarip,
D.l, W. Lalaan, W, Awi, W.
Jelai, W. M6ja, w. Pa,.unt,

D.l. W. Ngarip,
D.l. W. Lalaan, W. Awi,
W, Jelai, W. Maja, W.
Pavunc.

D.l W. Ngarip /
Bclu,
D.l. W. Semqngka

D.l.W, Kcrcp,
D.t. w. Biha,
D,l. W, Mendati,
D.l. W. Gunung,
D.l. W. Ngison
Scmpana
D.l. W. Ntambur

D.l W. Ngarip / Belu,

D.l. W. Semangka ,

D.l.W. Kerep,
D.l. W. Biha,
D.l. W. Mendati,
D.l, W, Gunung,
D.l. W. N8ison Scmpana,

D.l. W. Ngambur,
D,l.W. Palrung,
D.l. W. Semung,
D,l.W. Kunyir,
D.l. w, Uluhan Liwa,
D.l, W. Sebabui, lcrta
D.l.W. Balai Kencana

D.l w. Ngarip / Belu,

D.l. W. Semahgka ,

D.l.W. Kerep,
D.l. W. Biha,
D.l. W. Mendati,
D.l. W, Gunung,
D.I. w, Ngison
Sempana,
D.l. W. Ngambur,
D.l.W. Payung,
D.l. W. Semunt,
D.I.W. Kunyir,
D.l. W. Uluhan Liwa,
D.l. W, Sebabui,
D.l.W. Balai Kencana;
scluruh daerah lainnya

3 PEN(xiUNAAN SUIIIBER
DAYA AJR

Penggunaan
air masih
berlebihaa dan
tidak efisien

Penggunaan air
untuk bcrbagai
kcperluan secara
efcktif dan

M emanfaatkan
teknologi bercocok
tanam padi Sistem
Ricc

memanfaatkan tcknologi
bercocok tanam padi
Sistem Rice Intensilication
(SRI) dengan target 15o/o

memanfaatkan
teknologi bercocok
tanam padi Sistem Rice
Intensification (SRI)

Melaksanakan Sosialisasi.
pelatihan dan percontohan
pemanfaatan teknologi
pertanian hemat air

Pemerintah
- BPPW Lampung

Provinsi Lam
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No sub A.pek Pormasalahan
Ssraran / Target

yang tagh
LoDbsga/ln t ttrl

yeng dlc€t.t t6bal
t6rUbat
(Loedltr8JangLa Pendck JarSka Iucnentsh (2022- Jaagt Penjang Kebuekan opeta.loaal

- Dinas PSDA Provinsi
Lampung

- Dinas KPrPH Provinsi
l,arnpung

- Bappeda Provinsi LamPung
Kabupatcn LamPunS Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Daerah
- PDAM Limau Kunci
Kabupaten Pcsisir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Penelitian
dan PengcmbanSan Daerah
PDAM

Kabupaten Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dina. Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan
Holtikultura

- Badan Percncanaan
PembsnSunan Penclitian
dan Pcngcmbangan Daerah

- PDAM
Kabupaten Pesawatan
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan
- Badan Percncanaan

Pembargunan Daerah
PDAM

eflsien Intensilication
(SRI) dengan
target 104/0.

dengan target 3@/o

baru

PembanSunan
daerah irigasi

Pembangunan daerah
iriga3i baru yakni;

Pembangunan daerah
irigasi baru yakni;

Lam Bara

2 D.l. seluas 226
ha di Kab.

6 D.l. seluas 532 ha di Kab
Lampung Barat;

13 D.l. scluas I144 ha
di Kab. Lampung Barat;

.l PENGElNBANOAN
SUIUBER DAYA AIR

Pemanfaatan
sumber Daya
Air yang ada
belum optimal

Pemerintah
- BPPT,V Lampun8
Provin6i lampung
- Dinas PSDA Provinsi

Lampung
- Dinas KPIPH Provinsi

Lampung
Bappeda Provinsi LamPung

Pemanfaatan
sumbcr daya air
lebih optimal,
sehingga
outcome irigasi
semakin
meningkat 5 D.I. seluas 358

ha di Kab.
Tanggamus;

8 D.l. seluas 568 ha di Kab
Tanggamus;

l8 D.l. seluas l3EO ha
di Kab. Tanggamus;

Mengalokasikan dana
untuk melakukan
perencanaan detail dan
pembanSunan Daerah
Irigasi Baiu di Kabupatcn
Tanggamus, Kabupaten
Pcsawaran, dan Kabupaten
Lampung Barat serta
Kabupaten Pesisir Barat
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No Sub Arpok Pei[ralalahal!
sa..ra./ Target

yana lnatn Ja.ngLa 12022- PaIJeng

I I D.l. seluas
1112 ha di Kab.
Pesisir Barat;

19 D.l. seluas 2366 ha di
Kab. Pesisir Barat;

Lrob.trlf lttttl.t tGrllLrt
Fsa dloot f tobei Pcrrtlra

3.ctdl
Kabupaten LamPung Barat
- Dinas PUPR

Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura

- Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah

- PDAM Limau Kunci
Kabupaten Pesi8ir Ba!'at
- Dinas PUPR
- Dinas Kctahanan Pangan
- Badan Perencanaan

Pembangunan Pcnclitian
dan Pengembangan Daerah
PDAM

Kabupaten Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan
Holtikultura

- Bodan Pcrencanaan
Pernbangunan Penclitian
dan Pengembangan Daclah

. PDAM
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Kctahanan Pangan
- Badan Pcrencanaan

Pcmbangunan Daerah

KGbiJak s Opcterlonal

. PDAM

24 D.l. seluas 4@4 ha
di Kab. Pesisir Balat:

1 D.l, scluas 60 ha
di Kab.
Pcgawaran.

2 D.l. sclueB 1ao ha di Keb
Pesawa.ran, ;

3 D.l. seluas 32o ha di
Kab. Pcsawarad.;

Pemerintah
- BPPW Lampung
Provinsi L,ampung
- Dinas PSDA Provinsi

Lampung
- Dinas KPTPH Provinsi

Lampung
- Bappeda Provinsi Lampung
lGbupatcn LamPung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Kctahanan Pangan

Badan Perencanaan

Membuat perizinan dan
kerjasama dengan BUMN
(PLN) / Investor dalam dan
luar ncgeri untuk
mclakukan pcmbangunan
PLTA

Pemanfaatan
potensi sumber
daya air untuk
pengadaan
energi listrik

Membangun 3
PLTA kapasitas
73,8 MW di way
Semong dan Way
semangka.

Membantun 5 PLTA
kapasitas 114,7 MW di way
Semong dan Way
semangka

Membangun 6 PLTA
kapasitas 187,4 MW di
Way Semong dan Way
Semangka.
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No Sub Arpcl Perm arelahaa
Lomb.galla.t n.l

ysng dtctt t t€bd
tGrllbat
(L€.dlag

Sar.ran/ Targot
yang tnglE Js.ntLa KebUake.D Operellon.l

Kabupaten Pcsisit Barat
Dinas PUPR
Dinas Ketahanan Pangan
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pentembangan Daerah

Kabupaten Tanggamus
Dinas PUPR
Dinas Ketahanan Pangan'
Tananan Pangan dan
Holtikultura
Badan Perencanaan
Pembangunan Penclitian
dan Pengcmbangan Daerah

Kabupaten Pcsawaran
Dinas PUPR
Dinas Ketahanan Pangan
Badan Perencanaan
Pcmbangunan Daerah
PT. PLN

Pembangunan Daerah
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Tabel 6. Alternatif Pllihaa Strategi dan Keb{akan Operaslonal Aspek Pengendallan Daya Rusak Alr
Dlnor l[rtantl yaag terltbst
y.ng df@tek tobEl (LoadltrgKebuakan OpotatlotlalStrategt

No sub Alpok Hsrll Aleltrt Satar.Ir / T.rget
y.nt lngln dlcaDel Jangk PoldGL JaDgLa Monontah Jangka Pan urt (2022-

I PotrcGgahan Pemerintah
- Ba.lai Besar Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan
(BBTNBBS)

- BPDASHL Seputih SekamPung
Proviosi Lardpung
- Dinas PSDA Provinli LamPung
- Dinas Lingkungan HiduP

Proein.i Lampung
- Dinas Kehutanan Ptovinsi

LampunS
- Bappeda Provinsi LamPung
- EPED Provbrt L.t[Punt
Kabupatcn LamPunS Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Percncanaan

Pcmbangunan Daorah
. BPBD
Kebupatcn Pesisi! Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Penclitian dan
Pengembangan Dacrah

- BPBD
Kabupatcn Tanggamus
- Dioas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan
Pengemban8sn Dacrah

- BPBD
KabLrpaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Petencanaan

Masyarakat
sering tidak
menyadari
berada/ tinggal
pada lokasi
rawan bcncana

Masyarakat sadar
berada di lokaei
banjir dan
berscdia migrasi
ke daerah yang
lebih aman
(slokasi lahan
untuk
pcrmukiman)

Menginvcntaiisir
dan memetakan
daerah rawan
bencana lon8sor,
banjir dan
kckeringa! scrta
abrasi

Menginventarisir dan
mcmetakan serta
memasang tanda bahaya
dacrah rawan bencana
longsor, banjir dan
kekcringan serta abrasi

Melaksanakan sosialisasi
daerah rawan bencana
alarn (banjir, tanah
longsor, kckcriagan,
tsunami)

mcnginventa-risir,
memetakan dan
memasang tanda bahaya
daerah rawan bcncana
longsor, banjir dan
kekcringan, abrasi scrta
mclakukan simulasi
tanggap dErurat
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Dlnar lastanal Jrang tcrllbat
yeaS dlcetat tobal (LoadlngStratogl Nobuakan operellonal

No sub AspoL Hqru Anatldi Sa.ariD / Targ.t
Y.!t lngt!

Jo-ngke Ponde}

Pembanguna,l Daerah
BPBD

Perlu
pembangun6n
struktur
pcngcndalian
erosi/banjir/
longsor pada
lokali rawsn
bencana

Pemerintah
- Balai Besar Taman Nasional

Bukit Barisan Sclatan
(BBTNBBS)

- BPDASHL SePutih sckamPung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Provinsi LamPunS
- Dinas Lingkungan Hidup

Proviasi Lampung
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lanrpung
- Bapp.da Provinsi LamPung
- BPBD hovi!.t L.oPult
Kabupatcn LamPung Baiat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah
- BPBD
Kabupatcn Pesisir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Percncanaan

Pembangunan Pcnelitian dan
Peng.mbangan Daersh

- BPBD
Kabupaten Tanggamug
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Pereneanaan

Pembangunan Penelitian dan
Pengcmbangan Daelah

. BPBD
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup

Badan Perencanaan
Pembangunan Dactah

- BPBD

Meminimalisir
kerugian akibat
bencana pada
lokasi rawan
bencana

Mclaksanakar
pcmbanSunan
struktur
pcngcndalian
erosi, pcngendali
banjir, dan
penahan tanah
longsor pada
lokasi
kcrawanan
bcncana tinggi

M elaksaoakan
pambangunan struktur
pengendalian erosi,
pcngendali b6nji., dan
pcnahan tanah longdor
pada lokasi kcrawanan
bcncana tinggi dan
scdang

Melaksanakan
pambangunan atruktur
pcngendalian erori,
pengendali banjir, dan
penahan tanah longso!
pada lokasi kerawanan
bencana tinggi dan
sedan8

M claksanakan
pcmbangunan pcngendali
er6i, penaendali banjir,
dan penahan tanah
longsor

Jangka M€ncngat
12022-2o32t

J.ngt Prlj.lg (2022-
at42t
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Dlnat Inrtanll Yaog terltbat
y.[g dlcstrl tobal (LcadtDgStret€gl Eebtjat tr opGtsttoDal

No Sub Arpet Ha.ll AnalLlr Saaaran / Target
yang lndn

{rongka Pcndok J,ngka Ucrergah Jq[AL8 Panjang (2022-

Pemerintah
- Ba.lai Besar Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan
IBRTNBBS)

- BPDASHL SePutih SekamPung
Provinoi Lampung
- Dinas PSDA Ptovinsi LamPung
- Dinas Lingkungan HiduP

Provinsi LaJflpung
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung
- Bappeda Provinsi LamPung
- EPED Eovlnd LroP[lrS
Kabupatcn Lampung Batat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Dacrah
. BPBD
Kabupatcn Pesitir Batat
- Dinar PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Pcnclitian dan
Pengembantan Dacrah

. BPBD
Kabupaten Taoggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Pelencanaan

Pembangunan Penelitian dan
Pengcmbangan Dacrah

. BPBD
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Percncanaan

Pcmbangunan Daerah
- BPBD

Kerugian akibat
banjir sering
menjadi besar
karena manusia,
ternak dan harta
benda lain tidak
sempat
dievakuasi

Kejadian bcncana
alam dapat
terdeteksi scjak
dini, sehinSga
kerugian akibat
bcncana dapat
diminimalisir

Pcmasangan sistern
peringatan dini bahaya
banjir / Flood Warning
System

Pemasangan
sistcm
peringatan dini
bahaya banjir /
Flood Warning
Systeh di ruas
sungai rawan
banjir seperti di
Way Seman8ka
dacrah
Wonosobo

Pemasangan sigtem
perintatan dini bshaya
banjir / Flood Waming
System di ruaa sungai
rawan banjir sepcrti di
way scmangka daerah
Wonosobo dan Suoh

Pemasangan sistem
peringatan dini bahaya
banjir / Flood Warning
System di ruas sungai
rawan banjir seperti di
way semangka daerah
Wonosobo dan Suoh dan
sungai-sungai lainnya

Bukit Barisan Selatan

Pemerintah
- Balai Besar Taman Nasional

Teij
pendangkalan

akibat

Sedimcntasi
dapat
dikendalikan Tam

Pcmbuatan dan
pemanfaatan

dan

Mcmfungsikan
LongstoraSe di Way

dan W

Memfungsikan
Longstoragc di Way

Menjaga dan melestarikan
longstorage sungai

t way
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Dlno! I!.tanrl yang terllbet
y.sg dtclt t tebal (Le.dtr8St at€gt Nebtje,.an opcre.loral

No sub Arp€k Hatll Anallllt saleran / TrrgGt
yang lngln dlcapal JanaLa Pondek JarSte UenoDgah Jqtrgls Pe4aag 12022-

(BBTNBBS)
- BPDASHL Seputih SckamPung
Provinsi Lampung
- Dina3 PSDA Provinsi l,amPung
- Dinas Lintkungan HiduP

Provinsi Lampung
- Dinas Kchutanan Provin8i

Lampung
- Bappeda Provinsi LamPung
- BPBD Eovt!.l L.lPunt
Kabupaten Larnpung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Parencanaan

Pcmbangunan Dacrah
- BPBD
tGbupatcn Pesirir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencana&n

Pembqnguncn Penelitian den
Pengcmbanga! Daerah

- BPBD
Kabupatcn Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

Pembanguaan Penelitian dan
Pcngembangan Daerah

. BPBD
I(abupaten Pesawalan
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkunga! Hidup
- Badan Pcrencanaan

Pambangunan Daerah
. BPBD

scdimcntasi di
alur

sehingga sungai
tidak mudah
dangkal

memanJang
suntal
(l,ongsotagc)

Scmong, serta sungai
ordc 1

Semong, sarta sungai
orde I

Pemerintsh
- Balai Besar Taman Naaional

Bukit Barisan Selatan
(BETINBBSI

- BPDASHL SePutih SekamPung
Provinsi Lam

Sarana
pcngendalian
debit banjir
masih kurang

Tersedianya dan
bcrfu ngsinya
bangunan
pcngendali banjir

Membangun
chcck dam dan
oolmalisasi
sungai (10 buah
check dam).

Melaksanakan
p€rencanaan detail,
konstruksi dan oP check
Dam

Pembangunan check dam
30 buah

Pembangunan chcck
dam 70 buah
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Dlas. ltrstelsl Jrasg terllbat
y.nt dlcotak tobel (Lo.dlngKobuakan opotallonelSttatogl

Uo sub A.pok Ha.tl Ansllrb seretan / Tatget
yeng lagtn Jangke Pondot JangLa Heaeagah Jangk Pe.ojeng (2022-

- Dinas PSDA Provinsi l,amPung
- Dinas Lintkungan Hidup

Provinsi Lampung
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung
- Bappcda Provinsi LamPung
- BPBD Ptot h.l L.EPunt
Kabupatea LamPunS Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Dacrah
. BPBD
Kabupaten Pesilir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Pcnelitian dan
Pengembangan Daetah

- BPBD
Kabupaten Tanggemus
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Percncanaan

Pembangunan Pcnelitian dan
Pengembangan Daclah

. BPBD
Kabupaten Peaawatan
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Bad6n Petencanaan

Pembangunan Dacrah
. BPBD

Pemerintah
- Balai Besar Taman Nasional

Bukit Barisan Sclatan
(BBTNBBS}

- BPDASHL scPutih SekamPung
Provinsi Larnpung
- Dinas PSDA Provinsi l,amPung
- Dinas Lingkungan Hidup

2 Ponanggulangan Sistcln
Penanggu langan
bencana belum
Optimal

Menyusun dan
mclaksanakan sosialisasi
PfD secara
berkesinambungan

Tcrsedia dan
berfungsinya
sistem
penangsulangan
bcncana alam

Mcnlrusun
Rencana Tindak
Darurat (RfD),
dan sosialisasi

Menyusun Rencana
Tindak Darurat (RfD)
dan sosialisasi sisteb
penanggulangan bencana

Menlrusun Rencana
Tindak Darurat (RTD)
dan sosialisasi sistem
penanggulangarl
bencana

L Provinsi LampunR
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Dllaa l[.t8.trrt Jratg t.rubat
y..g dlcot k tobd (LcsdtngN€buak tr opor.tlonalStratogt

l{o Sub A.pol Hatll AtraLtE Sa.aren / Trtget
Fnt lngt! Jengka Peldek Jengk MGnong.h Jarglra PEnJang (2022-

- Dinas Kchutanan Provinsi
Lampunt

- Bappeda Provinsi LamPung
- BPBD Provlt.l L.mpuna
Kabupaten LamPung Batat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Daerah
. BPBD
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas PUPR
- Dina. Lingkuntan HiduP
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Pcnelitiao dan
Pengembangan Dacrah
BPBD

KebuPaten Tanggamu8
- Dinas PUPR
- Dina6 Lingkungan Hidup
- Badan Pctencanaan

Pcmbangunan Penclitian dan
Pengembangan Dacrah

. BPBD
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkun8an HiduP
- Badan Percncanaan

Pembangunan Dacrah
- BPBD

Pcmerintah
- Balai Bcaar Taman Nasional

Bukit Barisan selatan
(BRTNBBS)

- BPDASHL SePutih SekamPung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Plovinsi LamPung
- Dinas Lingkungan HiduP

Provinsi La$pung
- Dinas Kchutanan Provrnsi

Lampung
Provinsi l-am

MenyelenSgarakan
simulasi bencana alam
(banjir. Tsunami,
kebakaran, gempa dll)
sekali dalam sctahun

pcngadaan
pcralatan sistem
p.ringatan dini
bahaya banjir.

pelatihan dan simulasi
tanSSap darulat

pclatihan dan simulasi
tanggap darurat
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Kobuats! opcr..loldStr.tegt
No Sub A.pok Hs.U Ansll.t! sararan / Targ€t

yaog tngt! Jangla JeDgk Uerlongah Patrjang

- BPBD Ptovb.l L.EPunS
t(abupaten Latnpung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Liogkungan HiduP
- Badan Pcrcncanaan

PembanSunan Daerah
. BPBD
Kabupatcn Pesisir Balat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Pclencanaan

Pcmbangunan Pcnelitian dan
Pengembangan Dacrah

. BPBD
Kabupatcn Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkuntan HiduP
- Badan Perencanaan

PembanSunan Pcnclitian dan
Pengcmbalr8an Dacrah

- BPBD
Kabupaten Pesauaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan lliduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah
- BPBD

Pemerintah
- Balai Bcsar Taman Nasional

Bukit Batisan Selatan
(BRTNBBS)

- BPDASHL S.Pulih SekamPung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Plovinsi l,amPung
- Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Lampun8
- Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung
- Bappeda Provinsi L,amPung
- BPBD Provtnll LroPulg
Kabupaten LamPung Barat
- Dines PUPR

Pengadaan
pcralatan sistern
peringatan diai
bahaya banjir
dan sunahi

Pengadaan peralatan
sistem pciingatan dini
bahaya banjir dao
sunami

Pengadaan peralatan
sistem peringatan dini
bahaya banjir dan
sunarni

L
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Dlnat tnrta l Yang terllbat
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- Badan Perencanaan
Pafirbangu nan Dacrah

. BPBD
Kabupaten Pesisir Barat
- Dina6 PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

Pembangunan Pcnelitian dan
Pengcmbsngan Daerah

, BPBD
Kabupaten Tanggamu!
- Dinas PUPR
- Dinas LingkunSan Hidup
- Badan Pcrencanaan

Pcmbangunan Penelitian dan
Pengcmbangan Dacrah

. BPBD
KabuPatcn Pesawatsn
- Dina6 PUPR
- Dinas Lingkuntan Hidup
- Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
. BPBD

Dinas Lingkungan Hidup

3 Pcmerintah
- Belai Belar T6man Nasional

Bukit Barban Selatan
(BRINBBsl

- BPDASHL Seputih SekamPung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Provinsi Lampung
- Dinas Lingktrngan HiduP

Provinsi Lampung
- Dinas Kchutanan Provin8i

Lampung
- Bappeda Provinsi LamPung
- BPBD P.ovtrtt L.aPu.8
Kabupatcn Larnpung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

lingkungan
bclum bcrhasil
guna

Pemtr fungsi Kondisi
lingkungan dan
masyarakat dapat
pulih kembali,
sehingga dapat
rDclaksanakan
kegiatan secara
normal.

rehabilita!i
/normali.asi
jaringan
drainase dan
sungai sungai
orde I DAs
Semangka

mclakukan
rchabilitasi/normali6asi
jaringan drainaie dan
sungai orde 1 pada Ws
semangka

melakukan
rehabilitasi/normalisa.i
jarings, drainale d6n
sungai orde I pada Ws
Scmangka

Idcntifikali dan
invcnteinesi keruaaLan
bangunan akibat bcncana
alam

_t Pembangunan Dacrah
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Dlnar In.tanll Yang terllbet
y.!8 dlcotrt teb.l (Losdlngxobtlatan opor.dord9tratogl

No sub A.poL HarU Analkb s$aren / Tqrgct
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- BPBD
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Pcnelitian dan
Pengcmbangan Daerah

. BPBD
Kabupaten Tangga$us
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Pelcncanaan

Pembangunan Pcnelitian dan
Pengembangan Dacrah

. BPBD
Kabupatcn Pelawaian
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah
- BPBD

Balai Besar Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan
(BBTNBBSI
BPDASHL SePutih SckamPung

Dinas PSDA Provinsi LsmPung
Dinas Lingkungan HiduP
Provinsi L,ampung
Dinas Kehutanan Pro!'rnsi
Lampung
Bappeda Provinsi LamPung
BPED l'tovln l LaEPun8

Kabupaten LamPLrng Barat
Dinas PUPR
Dinas Lingkungan HiduP
Badan Percncanaan
Pembangunan Daerah
BPBD

Kabupaten Pesigir Barat

Provinsi Lampung

Dinas PUPR

rehabilitasi dan
pembangunan
Bangunan
pengcndali
banjir yanS
rusak

Penyiapan dana yang
memadai untuk
melaksanakall
rehabilitaEi/
pembangunan kembali
bangunan pendcnSanlian
bencana alam

Membuat listern sungai
dan drainade lccara
mcnyeluruh untuk
pcmulihan kondisi pasca
bcncana

Membuat sistem sunSai
dan drainasc sccara
menyeluruh untuk
pcmulihan kondisi pasce
bencana
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Stretcgl KebUetan Oporr.loral
No Sub A.pot Ha.ll Anallrls Sarar.n / Tsrgc t

yalrg tnSb Jengla Pends!. Jeaglle Ucnengah Jqnghr PEnjarg

- Bedan Perencanaan
Pembaogunan Pcnelitian dan
PcngcmbangEn Daerah

- BPBD
lGbupaten Tanggamus
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

PcmbanSunan Pcnelitian dan
PengcmbanSan Daerah

" BPBD
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
. BPBD

Dinas Lingkungan Hid!tp

- Balai Be.ar Taman Nasional
Bukit Barisan Sclatan
(BETNBBS)

- BPDASHL ScPutih Sekampung
Provinsi Lampung
- Dinas PSDA Provin.i LamPung
- Dinas Lintkungan HiduP

Provinsi LamPung
- Dinas Kchutanan Provinai

Lampung
- Bappeda Provinsi LamPung
- BPBD Provln.l L.D!lrl.8
Kabupatea LamPung Ba,at
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Percncanaan

Pembangunan Daerah
- BPBD
Kabupaten Pesisir Barat

Dinas PUPR
- Dioas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Penelitian dan

Pemerinrehabilitasi tanggul
pen8endali banlir rehabilitasi terhadap

fasilitas yang rurak

Pembangunan
pcngendali banjir
rehabili
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Fengembangan Dacrah
- BPBD
Kabupatcn TanSgamua
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembantunan Pcnelitian dan
Pengcmbangan Daerah

- BPBD
Kabupatcn Pcsawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah
, BPBD

Sosialisasi dan
Koordinasi
Program,
Inventarisasi
dan Identifikasi
Kcrusakan/Keru
gtan,
Petcncanaan
dan Penetapan
Prioritas,
Mobilisasi
sumberdaya,
Pelaksanaan ,
Monitoring,
Evaluasi, dan
Pclaporan
Rehabilitasi

Melibatkan scluruh
stakeholder dalam Lrpaya
pemulihan akibat
bcncana, schingga korban
dan pelaku menjadi
gcrakan bersama

Pcmerintah
- Balai Besar Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan
(BBTNBBS)
BPDASHL scputih SekamPung

Provinsi Lar[pung
- Dinas PSDA Provinsi LatnPung
- Dinas Lingkungan HiduP

Provinsi Lampung
- Dinas Kchutanan Provinri

Larnpung
- Bappcda Provinsi Lampung
- EPBD Plot ln.l Lrr0Puog
Kabupaten LamPung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembsngunan Daerah
BPBD

Kabupaten Pesioir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Percncanaan

Pembangunan Penelitian dan
Pengembaogan Daerah

. BPBD
Kabu

soaialisasi dan
Koordinasi Program,
Inventalisasi dan
Id.ntifikasi
I(erusakan/ Kerugian,
Pcrcncanaan dan
Penetapan Plioritas,
Mobilisasi suInbcrdaya,
Pelaksanaan ,
Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Rehabilitasi

Sosialisasi dan
Koordinasi Program,
InvcntariBasi den
Identifikasi
Kerusakan / Kerugian,
Pcrcncanaan dan
Penctapan Prioritas,
Mobilisa6i Sumbcrdaya,
Pclaksanaan ,
Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan
Rehabilitasi
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- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Pcrencanaan

Pembangunan Penelitian dan
Pengcmbanga, Daerah

- BPBD
Kabupatcn Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pcmbangunan Daerah
- BPBD

Pemcrintah
- Balai B.sa! Taman Nasional

Btrkit Barisan Selatan
IBETNBBS)

- BPDASHL SePutih SckamPunt
Provinti LamPung
- Dinas PSDA Provinsi LamPunS

Dinas Lingkungan HiduP
Provinsi LamPung

- Dinas Kehutaaan Provinsi
Lampung

- Bappcda Provinsi LamPunB
- BPBD P!o\rh.l L.DEU!8
Kabupaten LamPung Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembangunat Daerah
- BPBD
Kabupaten Pesisir Barat
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP
- Badan Perencanaan

Pembatrgunan Penelitian dan
Pcngcmbangan Daerah

- BPBD
KabupaIen TanggamLrs
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan HiduP

Badan

Membentuk KrisiB centcr
Bencana

memberikan bantuan
sebagai upaya pemulihan
kondisi sosial ekonomi
masyarakat

memberikan bantuan
scbagai upaya pemulihan
kondisi sosial ekonomi
masYarakat
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Pembangunan Penelitian dan
PengeinbanBan Daerah

- BPBD
Kabupaten Pesawaran
- Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
- BPBD

GUBERNUR LIIMPUIIIG,

ARISAL DflIISAIDI \

se3eraa / Targct St ategi Ikbtjrten ope.qttonel
Dlnas Inrteaal ysng terllbat
y.!rA dtcot k tobal (L.edlng

Sub Arpek yeat lnglaNo He.ll Anaullr
.ratrgke f,ctreagah

12022-2052t
Jangk P.trjrlg (m22-

2[,42l


